BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Karanganyar turun sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pada tahun 2024, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk :

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) estimasi perkiraan tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pembiayaan tahun 2024, didasarkan pada analisa perhitungan yang cermat dan rasional;

2. Pengeluaran pembiayaan daerah, untuk penyertaan modal sebagaimana pemenuhan kewajiban daerah dalam prinsip kehati-hatian (prudential) yang pengelolaannya mempedomani Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan harapan memperoleh deviden yang optimal dalam peningkatan PAD.

Gambaran proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2024 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.
Tabel 6.1 
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024
	Kode
	  Uraian
	Pagu APBD 2023
(Rp.)
	Pagu APBD 2024
(Rp.)
	Penurunan/

Penambahan (Rp.)

	6
	PEMBIAYAAN DAERAH
	
	
	

	6.1
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	100.600.000.000,00
	55.000.000.000,00
	(45.600.000.000,00)

	6.1.1
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
	100.600.000.000,00
	55.000.000.000,00
	(45.600.000.000,00)

	6.1.5
	Penerimaan Kembali Pemberian  Pinjaman Daerah
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN
	10.000.230.000,00
	8.000.000.000,00
	(2.000.230.000,00)

	6.2.2
	Penyertaan Modal Daerah
	10.000.230.000,00
	8.000.000.000,00
	(2.000.230.000,00)

	6.2.3
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang  yang Jatuh Tempo
	0,00
	0,00
	0,00

	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO
	90.599.770.000,00
	47.000.000.000
	(43.599.770.000,00)


Sumber : BKD, 2024.
Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang   direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (prudential) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran sebesar 5,3% untuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sangat tinggi, sebesar 5% untuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah tinggi, sebesar 4,7% untuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sedang, sebesar 4,4% untuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah rendah, dan sebesar 4,1% untuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sangat rendah.

4. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

5. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan  restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.
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